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STATUS HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN
PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

I KADEK ADI SURYA
Fakultas Hukum Universitas Tabanan
E-Mail : advsuryalQ@vahoo.com

ABSTRAK

Perkawinan mempunyai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan ketuhanan yang maha esa serta saling menyantuni antara keduanya. Menurut hukum
islam tujuan perkawinan adalah menuruti perintah allah untuk memperoleh keturunan yang sah
dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Di indonesia, ada dua
jenis anak luar kawin, yaitu anak luar kawin yang diakui secara sah dan anak luar kawin yang tidak
diakui. Anak luar kawin yang diakui dengan sah ialah anak yang dibenihkan oleh suami atau istri
dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya yang sah. Anak luar kawin ini harus mendapat
pengakuan yang sah, atau ia dianggap tidak ada. Sedangkan anak luar kawin tidak diakui adalah
anak luar kawin yang tidak mendapat pengakuan yang sah dari kedua orang tuanya, seperti anak
buangan, atau yang mendapat pengakuan kedua orang tuanya tetapi tidak disahkan. Meskipun
demikian, di lingkungan masyarakat terdapat anggapan anak luar kawin merupakan anak haram
yang buruk dan lebih baik dihindari atau dibuang karena merupakan anak dari pasangan bukan
suami istri yang sah secara hukum. Keluarga juga menganggap anak luar kawin sebagai aib yang
harus segera disingkirkan. Hal ini menjadikan beberapa hak anak luar kawin tidak terpenuhi.
Begitupula dengan anak hasil perkawinan siri yang dianggap tidak pantas hidup karena mayoritas
perkawinan siri dilakukan oleh orang yang berstatus suami dengan selingkuhannya untuk
menghalalkan suatu hubungan yang mana istri sah si suami tidak menyetujui perkawinan tersebut
berlangsung. Anak dari perkawinan siri juga dikucilkan masyarakat karena dianggap sebagai alasan
retak dan hancurnya hubungan rumah tangga orang lain sehingga ia dibenci oleh masyarakat. Bagi
sebuah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita yang keduanya sama-sama berstatus
lajang, namun sebelumnya telah melakukan hubungan suami istri, maka masyarakat memandang
anak dari perkawinan tersebut sebagai anak luar kawin hasil seks bebas dimana ibunya hamil diluar
nikah sehingga ayahnya terpaksa menikahi ibunya secara siri untuk menutupi aib kehamilannya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian secara yuridis
normative yaitu mengkai dan meneliti peraturan perundangan dan data perpustakaan yang terkait
dengan penulisan majalah ilmiah ini. Penelitian yuridis normative adalah “mencoba untuk
menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dari pernyataan
diatas dapat dimengerti bahwa penelitian merupakan kegiatan terencana dilakukan dengan metode
ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data/bahan hukum guna membuktikan suatu kebenaran.

Perkawinan dianggap tidak sah meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan,
namun di mata negara perkawinan pelaku dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau
Kantor Catatan Sipil. Anak hanya mempunyai hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu inak-
anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak
tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu dan setiap anak
mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang
memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan sesuai dengan
martabat kemanusiaan, untuk itu diperlukan undang-undang untuk melindungi kepentingan anak.
Atas dasar perlindungan kepentingan dan hak anak, Undang-UndangNomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.

Kata Kunci : Status Anak, Perkawinan Siri, Undang-Undang Perkawinan
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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Seorang pria maupun wanita pada
umumnya memiliki kebutuhan untuk hidup
bersama, hidup bersama antara seorang pria
dan wanita mempunyai akibat yang sangat
penting dalam masyarakat, baik terhadap
kedua belah pihak maupun keturunannya serta
anggota  masyarakat lainnya. Keluarga
merupakan kesatuan sosial terkecil yang
dibentuk atas dasar ikatan perkawinan, yang
unsur-unsurnya terdiri dari suami, isteri, dan
anak-anaknya yang belum dewasa. Sedangkan
sifat-sifat keluarga sebagai suatu kesatuan
sosial meliputi rasa cinta dan kasih sayang,
ikatan perkawinan, pemilikan harta benda
bersama, maupun tempat tinggal bagi seluruh
anggota keluarganya (Cholil Mansyur, 1994).
Oleh karena itu dalam suatu perkawinan tidak
akan lepas dari tujuan untuk membentuk suatu
rumah tangga yang kekal abadi. Adapun
pengertian perkawinan dalam hukum islam,
ialah supaya manusia itu butuh hidup
berpasangan suami isteri guna membangun
rumah tangga yang tenteram, damai dan
bahagia, maka haruslah diadakan ikatan
perkawinan atau ijab kabul. Ikatan perkawinan
merupakan unsur pokok dalam pembentukan
keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta
kasih, maka dalam pelaksanaan perkawinan
tersebut, diperlukan norma hukum yang
mengaturnya.

Penerapan norma hukum dalam
pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan
dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan
tanggung jawab masing-masing anggota
keluarga, guna membentuk rumah tangga yang
bahagia dan sejahtera. Perkawinan merupakan
suatu kejadian yang sangat penting dalam
kehidupan  seseorang. ~ Dalam  sebuah
perkawinan, setiap pasangan mendambakan
kehadiran anak. Kehadirannya akan dapat
mempererat hubungan antara suami isteri yang
bersangkutan. Pada prinsipnya perkawinan
merupakan suatu akad, untuk menghalalkan
hubungan serta membatasi hak dan kewajiban,
tolong menolong antara pria dengan wanita
yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila
ditinjau dari segi hukum, jelas bahwa
pernikahan adalah suatu akad yang suci dan
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luhur antar pria dengan wanita, yang menjadi
sebab sahnya sebagai suami isteri dan
dihalalkannya hubungan seksual. Suatu akad
perkawinan menurut hukum islam tersebut ada
yang sah juga ada yang tidak sah. Hal ini
dikarenakan akad yang sah dilaksanakan
dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang
lengkap sesuai dengan ketentuan agama.
Sebaliknya, akad yang tidak sah adalah akad
yang dilaksanakan tidak sesuai dengan syarat-
syarat serta rukun-rukun perkawinan.

Anak hasil perkawinan siri juga seringkali
dikucilkan oleh keluarga kedua orang tuanya
karena biasanya perkawinan siri terjadi tanpa
persetujuan pihak keluarga, atau dengan
persetujuan yang terpaksa. Indonesia sebagai
negara hukum telah mengatur undang-undang
tentang perkawinan yang tertuang dalam
undang-undang nomor 1 tahun 1974 (uu
perkawinan), dilengkapi dengan peraturan
pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu tentang
pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun
1974 tentang perkawinan (pp no. 9 tahun
1975), dan intruksi presiden nomor 1 tahun
1991 tentang kompilasi hukum islam (khi) dan
peraturan-peraturan lainnya mengenai
perkawinan. Berdasarkan ketentuan pasal 1
undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang
perkawinan, pengertian perkawinan adalah
ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami isteri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan
yang maha esa. Mengenai sahnya perkawinan
terdapat pada pasal 2 ayat (1) undang-undang
nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu
perkawinan adalah sah, apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu. Hal ini berarti bahwa jika
suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan
rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan
(bagi umat islam) atau pendeta/pastur telah
melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya,
maka perkawinan tersebut sudah dianggap sah
menurut agama dan kepercayaan masyarakat.
Akan tetapi perkawinan semacam ini belum
dianggap sah oleh negara jika belum
dicatatkan pada petugas yang berwenang. Hal
ini sesuai sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat
(2) undang-undang nomor 1 tahun 1974
tentang perkawinan mengenai pencatatan
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perkawinan, yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Meski sudah ada peraturan yang jelas,
pada kenyataannya dalam masyarakat sering
terjadi perkawinan yang tidak sesuai dengan
prosedur yang telah ditetapkan undang-undang
nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
Masyarakat tersebut beranggapan bahwa
cukup melakukan pernikahan sesuai dengan
hukum agama saja perkawinan tersebut sudah
dianggap sah (perkawinan semacam ini biasa
dikenal dengan nikah siri atau perkawinan di
bawah tangan). Disamping itu para pakar
hukum dari kalangan teoritis dan praktisi
hukum juga masih bersilang pendapat tentang
pengertian yuridis sahnya suatu perkawinan.
Ada dua pendapat para pakar hukum mengenai
masalah ini. Pertama, ahli hukum yang
berpegang pada cara penafsiran legisme
(kebahasaan).

Mereka berpendapat bahwa perkawinan
yang dilakukan menurut cara berdasarkan
aturan agama dan keyakinan dua belah pihak
yang melakukan perkawinan adalah sah,
sedangkan pencatatn perkawinan bukanlah
syarat sah perkawinan, tetapi hanya sebagai
syarat kelengkapan administrasi perkawinan.
Kedua, ahli hukum yang berpegang pada cara
penafsiran sistematis (penafsiran undang-
undang dengan asumsi bahwa antara pasal
yang satu dengan yang lainya saling
menjelaskan dan merupakan satu-kesatuan).
Mereka berpendapat bahwa pencatatan
perkawinan adalah syarat sahnya sebuah
perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan yang
tidak dicatat dianggap tidak mempunyai
kekuatan hukum. Sebagaimana diketahui,
bahwa dasar terbentuknya sebuah keluarga
adalah  perkawinan. Dari  pengertian
perkawinan tersebut di atas, jelaslah bahwa
perkawinan merupakan lembaga suci dan
berkekuatan ~ hukum.  Dengan  adanya
perkawinan akan memberi kejelasan status dan
kedudukan anak yang dilahirkan. Anak yang
dilahirkan dari sebuah perkawinan merupakan
anak sah yang memiliki hubungan perdata
dengan bapak dan ibunya. Berkaitan dengan
perkawinan siri, masih belum jelas mengenai
kedudukan perkawinan tersebut. Hal ini
tentunya akan menimbulkan suatu
permasalahan-permasalahan mengenai

kedudukan hukum dan hak-hak anak yang
dihasilkan dari perkawinan siri tersebut.

Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang tersebut maka

rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana status hukum anak dari
perkawinan siri menurut Pasal 55
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan?

2. Bagaimana  hak-hak  anak  dalam
perkawinan siri menurut Pasal 55
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk untuk
mengetahui  status  hukum  anak  dari
perkawinan siri menurut pasal 55 undang-
undang nomo 1 tahun 1974 tentang
perkawinan dan untuk memahami hak-hak
anak dalam perkawinan siri menurut pasal 55
undang-undanng nomorr 1 tahun 1974 tentang
perkawinan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam
penulisan hukum ini adalah penelitian secara
yuridis normative yaitu mengkai dan meneliti
peraturan perundangan dan data perpustakaan
yang terkait dengan penulisan majalah ilmiah
ini. Menurut Jhonny Ibrahim penelitian yuridis
normative adalah “mencoba untuk menemukan
kebenaran  berdasarkan logika keilmuan
hukum dari sisi normatifnya”. (Jhonny
Ibrahim, 2006, h.57). Dari pernyataan diatas
dapat dimengerti bahwa penelitian merupakan
kegiatan terencana dilakukan dengan metode
ilmiah  bertuyjuan  untuk  mendapatkan
data/bahan hukum guna membuktikan suatu
kebenaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Dalam Sebuah
Perkawinan Siri
Perkawinan dianggap tidak sah meski
perkawinan dilakukan menurut agama dan
kepercayaan, namun di mata negara
perkawinan pelaku dianggap tidak sah jika
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belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan
Sipil. Anak hanya mempunyai hubungan
Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu inak-
anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau
perkawinan yang tidak tercatat, selain
dianggap anak tidak sah, juga hanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau
keluarga ibu. Sebagaimana disebutkan dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

Pasal 42 yang menyebutkan bahwa Anak
yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam
atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
Pasal 43 ayat (1) Anak yang dilahirkan di luar
perkawinan hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya
dan ayat (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1)
di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan
Pemerintah. Sedang hubungan perdata dengan
ayahnya tidak ada.

Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah
dan warisan akibat lebih jauh dari perkawinan
yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun
anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan
tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun
warisan dari ayahnya. Kemudian dampak lain
adanya perkawinan di bawah tangan terhadap
anak-anak adalah dengan tidak sahnya
perkawinan bawah tangan menurut hukum
negara memiliki dampak negatif bagi status
anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni :
Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai
anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan
keluarga 1bu. Artinya, si anak tidak
mempunyai  hubungan hukum terhadap
ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 100
KHI). Di dalam akta kelahirannyapun
statusnya dianggap sebagai anak luar nikah,
sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang
melahirkannya. Keterangan berupa status
sebagai anak luar nikah dan tidak
tercantumnya nama si ayah akan berdampak
sangat mendalam secara sosial dan psikologis
bagi si anak dan ibunya. Ketidakjelasan status
si anak di muka hukum, mengakibatkan
hubungan antara ayah dan anak tidak kuat,
sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya
menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak
kandungnya. Yang jelas merugikan adalah
anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan
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pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Berdasarkan  uraian di  atas, maka

pernikahan/perkawinan di bawah tangan hanya

menguntungkan suami/laki-laki dan akan
merugikan kaum perempuan dan anak-anak.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap
anak adalah dengan adanya pemberian
identitas terhadap anak. Pencatatan kelahiran
anak menghasilkan Akta Kelahiran Anak yang
merupakan dokumen resmi dan bertujuan
untuk mewujudkan kepastian hukum bagi
seorang anak, hal tersebut penting karena:

a) Pencatatan kelahiran anak memastikan
secara tegas tentang adanya pengakuan
negara terhadap keberadaan anak sebagai
subyek hukum. Ini berarti bahwa
pencatatan  kelahiran anak tersebut
menjelaskan identitas yuridis seorang
anak karena memuat nama anak, nama
kedua orang tuanya, tempat dan tanggal
lahir, yang diakui/disahkan oleh pejabat
berwenang untuk itu

b) Pencatatan kelahiran anak memastikan
perlindungan  hukum atas  hak-hak
seseorang (anak). Ini berarti bahwa
pencatatan kelahiran anak memberi dasar
hukum bagi pemerintah dalam memberi
perlindungan hak-hak anak.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, dapat diketahui
bahwa identitas seorang anak harus diberikan
sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta
kelahiran. Berdasarkan pasal ini, dapat juga
diketahui bahwa pencatatan kelahiran anak
tidak saja dapat dilakukan terhadap anak sah,
tetapi juga anak luar kawin bahkan anak yang
proses kelahirannya tidak diketahui
keberadaanya. Hal ini mengindikasikan bahwa
anak jalanan atau gepeng (geladangan,
pengemis) dapat dicatatkan kelahirannya.

Meskipun demikian ada yang berbeda
untuk anak hasil perkawinan siri. Perkawinan
sirt merupakan perkawinan yang sah menurut
Hukum Islam, tetapi menurut hukum perdata
menjadi tidak sah karena tidak dicatatkan.
Perkawinan yang tidak dicatatkan akan
dianggap tidak pernah terjadi. Karena hal
tersebut, kedudukan anak hasil perkawinan siri
sama dengan anak luar kawin. Pencatatan
identitas anak hasil perkawinan siri tersebut
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hanya mencantumkan nama ibu saja tanpa
adanya identitas dari ayah karena ia hanya
memiliki hubungan perdata dengan ibunya
saja. Agar anak hasil perkawinan siri bisa
mendapatkan haknya secara keseluruhan,
maka diperlukan adanya suatu pengakuan
sesuai Pasal 280 KUH Perdata “Dengan
pengakuan terhadap anak diluar kawin
terlahirlah hubungan perdata antara anak itu
dengan ayah atau ibunya”.

Artinya bahwa seorang anak luar kawin
khususnya anak hasil perkawinan siri baru
memiliki hubungan perdata baik dengan ayah
maupun ibunya setelah ada pengakuan
terhadap anak tersebut, bukan serta-merta
terjadi dengan sendirinya. Karena hal tersebut
maka seorang anak hasil perkawinan siri,
meskipun memiliki ayah dan ibu biologis
tetapi secara yuridis anak tersebut dianggap
tidak memiliki ayah maupun ibu. Sehingga
ayah atau ibu anak tersebut tidak memiliki hak
maupun kewajiban di hadapan hukum kepada
anak dari perkawinan sirinya. Tanpa adanya
pengakuan tidak akan ada hubungan perdata
antara si anak dengan ayah maupun ibunya.
Hal ini berbeda dengan hukum Islam dimana
hubungan perdata antara anak hasil
perkawinan siri dengan ibunya terjadi secara
langsung ketika anak tersebut dilahirkan.

Perkawinan orang tuanya yang tidak
memenuhi norma hukum sebagaimana diatur
dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
yakni tidak dicatatkan menurut Undang-
Undang yang berlaku, maka secara yuridis
anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
tidak dilindungi oleh hukum (no legal protecs).
Sehingga bila seorang anak yang dilahirkan itu
memerlukan akta kelahiran untuk suatu
kepentingan seperti persyaratan memasuki
suatu perguruan (sekolah) misalnya, tidak
dicantumkan nama bapaknya, karena orang
tuanya tidak memiliki  bukti  tentang
perkawinan berupa akta nikah, sebab dasar
untuk menerbitkan akta kelahiran anak adalah
akta nikah orang tuanya. Secara yuridis
keberadaan anak dari perkawinan siri tersebut
tetap mendapat pengakuan, perlindungan /dan
kepastian hukum yang ada serta perlakuan
yang sama di hadapan hukum, sebagaimana
ketentuan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang

Dasar RI Tahun 1945, karena ia warga Negara
Indonesia.  Ketidaksamaan  perlindungan
hukum yang diberikan Negara kepada anak
tersebut, seperti hak menuntut warisan dari
harta peninggalan bapaknya, oleh karena
hubungan hukum antara anak dengan bapak
kandungnya tidak didukung oleh bukti yang
otentik berupa akta nikah orang tuanya, maka
secara formil ia tidak dapat mengajukan
gugatan waris melalui lembaga formal Negara
yakni lembaga peradilan. Namun ia tetap
berhak menuntut hak warisnya melalui jalur
tidak formil, umpamanya melalui jalur
musyawarah kekeluargaan atau desa.

Anak sah dan anak luar kawin yang diakui
sama-sama memiliki hak terhadap harta
peninggalan orang tuanya, mereka juga sama-
sama memiliki hak saissane, hak hereditas
petitio dan hak untuk menuntut pemecahan
warisan. Namun sesungguhnya mereka
memiliki perbedaan, antara lain anak-anak luar
kawin meskipun telah diakui tidak berada
dibawah kekuasaan orang tua melainkan hanya
dibawah perwalian, hak bagian waris mereka
berbeda dengan hak yang dimiliki anak sah
dan mereka tidak memiliki hubungan hukum
apa-apa selain dengan orang tua yang
mengakuinya saja.Seorang anak luar kawin
yang tidak diakui oleh orang tuanya hanya
berhak atas nafkah ataupun shodaqoh sebagai
bentuk tanggung jawab orang tua terhadap
anak. Hal ini tentu menjadi perdebatan karena
sesungguhnya anak hasil perkawinan siri
merupakan anak sah dan tidak boleh
disamakan dengan anak luar kawin.

B. Hak-Hak Anak yang lahir dari
Perkawinan Siri

Setiap anak mempunyai hak untuk
memperoleh perlindungan khusus, kesempatan
dan fasilitas yang memungkinkan mereka
berkembang secara sehat dan wajar dalam
keadaan bebas dan sesuai dengan martabat
kemanusiaan, untuk itu diperlukan undang-
undang untuk melindungi kepentingan anak.
Atas dasar perlindungan kepentingan dan hak
anak, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan terhadap hak-hak anak juga
diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor
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23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
yaitu:

Pasal 22 yang menyebutkan bahwa
Negara dan pemerintah berkewajiban dan
bertanggung jawab memberikan dukungan
sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan
perlindungan anak. Pasal 23 ayat (1) Negara
dan pemerintah menjamin perlindungan,
pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan
memperhatikan hak dan kewajiban orang tua,
wali, atau orang lain yang secara hukum
bertanggung jawab terhadap anak sedangkan
ayat (2) Negara dan pemerintah mengawasi
penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 24
Negara dan pemerintah menjamin anak untuk
mempergunakan haknya dalam menyampaikan
pendapat sesuai dengan usia dan tingkat
kecerdasan anak. Pasal 25 Kewajiban dan

tanggung  jawab  masyarakat  terhadap
perlindungan anak dilaksanakan melalui
kegiatan peran masyarakat dalam

penyelenggaraan perlindungan anak.

Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, tidak hanya
mengatur tentang hak-hak yang seharusnya
diperoleh seorang anak pada umumnya, tetapi
juga kewajiban antara orang tua dengan
anaknya yang terdapat dalam pasal-pasal
sebagai berikut:

a) Bahwa kedua orang tua wajib memelihara
dan mendidik anak-anak mereka sebaik-
baiknya. (Pasal 45 ayat 1).

b) Bahwa kewajiban orang tua memelihara
dan mendidik anak berlaku sampai anak itu
kawin atau dapat berdiri sendiri dan
kewajiban tersebut berlaku terus meskipun
perkawinan antara kedua orang tua putus.
(Pasal 45 ayat 2).

c) Bahwa anak wajib menghormati orang tua
dan mentaati kehendak mereka yang baik.
(Pasal 46 ayat 1).

d) Bahwa jika anak telah dewasa, ia wajib
memelihara ~ menurut  kemampuanya,
apabila orang tua dan keluarganya dalam
ganis lurus ke atas memerlukan
bantuannya. (Pasal 46 ayat 2).

e) Bahwa anak yang belum mencapai umur 18
(delapan belas) tahun atau belum pernah
melangsungkan perkawinan, ada di bawah
kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan
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orang tuanya tidak dicabut. (Pasal 47 ayat
1).

f) Bahwa orang tua berkewajiban mewakili
anak yang belum mencapai umur 18
(delapan belas) tahun mengenai perbuatan
hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
(Pasal 47 ayat 2).

g) Bahwa orang tua tidak diperbolehkan
memindahkan hak atau menggadaikan
barang-barang tetap yang dimiliki anaknya
yang belum berumur 18 (delapan belas)
tahun  atau  belum  melangsungkan
perkawinan kecuali apabila kepentingan
anak itu menghendakinya. (Pasal 48).

h) Bahwa apabila seorang anak atau kedua
orang tua dapat dicabut kekuasaannya
terhadap seorang anak atau lebih untuk
waktu yang tertentu atas permintaan orang
tua yang lain, keluarga anak dalam garis
lurus ke atas dan saudara kandung yang
telah dewasa atau pejabat yang berwenang
dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal
(Pasal 49 ayat 1):

Ia sangat melalaikan kewajibannya kepada
anaknya, ia berkelakuan buruk sekali.

1) Meskipun orang tuanya dicabut
kekuasaannya, mereka masih  tetap
berkewajiban  untuk  memberi  biaya
pemeliharaan kepada anak tersebut. (Pasal
49 ayat 2).

Pasal 2 Undang-undang no. 4 tahun 1979

menyatakan :

1. Anak berhak atas kesejateraan , perawatan,
asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih
sayang baik dalam keluarganya maupun
didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan
berkembang dengan wajar.

2. Anak berhak atas pelayanan untuk
mengembangkan kemampuan dan
kehidupan  sosialnya sesuai  dengan
kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk
menjadi warga Negara yang baik dan
berguna .

3. Anak berhak atas pemeliharaan dan
perlindungan,  baik  semasa  dalam
kandungan maupun sesudah dilahirkan.

4. Anak berhak atas perlindungan terhadap
lingkungan hidup yang dapat
membahayakan atau menghambat
pertumbuhan dan perkembangan dengan
wajar.
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SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Adapun simpulan dari penulisan ini sebagai

berikut :

1. Perkawinan dianggap tidak sah meski
perkawinan dilakukan menurut agama dan
kepercayaan, namun di mata negara
perkawinan pelaku dianggap tidak sah jika
belum dicatat oleh KUA atau Kantor
Catatan Sipil. Anak hanya mempunyai
hubungan Perdata dengan Ibu dan
Keluarga Ibu inak-anak yang dilahirkan di
luar perkawinan atau perkawinan yang
tidak tercatat, selain dianggap anak tidak
sah, juga hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibu atau keluarga ibu.
Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah
dan warisan akibat lebih jauh dari
perkawinan yang tidak tercatat adalah,
baik isteri maupun anak-anak yang
dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak
berhak menuntut nafkah ataupun warisan
dari ayahnya. Kemudian dampak lain
adanya perkawinan di bawah tangan
terhadap anak anak adalah dengan tidak
sahnya perkawinan bawah tangan menurut
hukum negara memiliki dampak negative
bagi status anak yang dilahirkan di mata
hukum, yakni : Status anak yang
dilahirkan dianggap sebagai anak tidak
sah.  Konsekuensinya, anak hanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibu
dan keluarga ibu. Artinya, sianak tidak
mempunyai hubungan hukum terhadap
ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-
UndangNomor 1 Tahun 1974, Pasal 100
KHI). Ketidak jelasan status sianak di
muka hukum, mengakibatkan hubungan
antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga
bisa saja, suatu waktu ayahnya
menyangkal bahwa anak tersebut adalah
anak kandungnya.

2. Setiap anak mempunyai hak untuk

memperoleh perlindungan khusus,
kesempatan dan fasilitas yang
memungkinkan  mereka  berkembang

secara sehat dan wajar dalam keadaan
bebas dan sesuai dengan martabat
kemanusiaan, untuk itu diperlukan

undang-undang untuk melindungi
kepentingan anak. Atas dasar
perlindungan kepentingan dan hak anak,
Undang-UndangNomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak.

Saran

1. Dengan adanya pembahasan dari kedua
masalah  diatas saran saya untuk
pemerintah mungkin kedepannya
masyarakat lebih dihimbau lagi agar tidak
terjadi perkawinan tidak sah secara
hukum, agar tidak banyak anak-anak yang
di lantarkan oleh orang tuanya akibat
pernikahan mereka yang tidak sah.

Bisa juga mungkindibuatkan UU agar
merekatetapdapathakatasbiayakehidupan
dan pendidikan, nafkah dari kedua orang
tuanyawalau pun kedudukan anak tersebut
anak di luar perkawinan.

2. Dengan adanya pembahasan dari kedua
masalah  diatas saran saya untuk
masyarakat mungkin agar melakukan
pernikahan yang sah secara hukum
Indonesia yang berlaku agar anak-anak
anda mendapat status hukumyang sah,
bahagia, dan tidakmenderita di masa
depan.
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